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Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum melalui putusan hakim, karena
hakim sangat berperan dalam memelihara dan menjaga kesemimbangan dan keselarasan antara berbagai
kepentingan semua pihak serta hakim sebagai penentu pencapaian tujuan pemidanaan. Penelitian ini terbatas
pada Putusan Hakim Dalam Kasus Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Analisis
Terhadap Ketentuan Hukum dan Putusan Hakim Sebalum dan Setelah berlaku Undang-undang No. 9 Tahun
1998} .Dalam kasus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat dua pihak yang
berkepentingan yaitu pihak pemerintah yang berkuasa atau warga negara yang terlibat langsung dengan
kekuasaan dan mendapat kepercayaan warga negara dan masyarakat untuk menyel enggarakan pemerintahan
atau negara, dan pihak warga negara dan masyarakat yang tldak terfibat dalam kekuasaan yang harus
mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari warga negara yang terlibat dalam kekuasaan pemerintahan
atau negara.

Dalam menghadapl kasus kemerdekaan menyampaikn pendapat di muka umum, hakim harus menggunakan
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab dengan menjadi penengah dari dua pihak yang
berkepentingan tersebut untuk memellhara menjaga keseimbangan dan keselarasan serta mencagah terjadi
konflik dua kepentingan tersebut. Hal tersebut menlmbulkan permasal ahan sebagai berikut : (1) ciri
menonjol apakah yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum, sebelum berlaku Undang-undang No. 9 tahun 1998; (2) Ciri menonjol apakah
yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum, setelah berlaku Undang-ur.dang No. 9 tahun 19987 (3) Faktor-faktor apakah yang diduga
melatarbelakangi terjadinya perbedaan nuansa putusan hakmi sebelum dan setelah berlakunya Undang-
undang No.9 tahun 1998? (4) Nilai-nllaifilsafati apakah yang dapat digali dari gejala putusan hakim dalam
era sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-undang No.9 tahun 19987
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